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BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Mengingat

NOMOR / TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
vang menvatakan bahwa APBD yang merupakan
dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa
I {saru) tahun anggaran sesual dengan Undang-
Unrlang mengenal keuangan daerah ;

bahwa dalam Pasal ‘310 ayat (4) dinyatakan
bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah diatur dalam Perda yang berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Perivelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286 }; |

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 ); ’

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan . Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657, ,

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 ’i“ahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4416),
scbagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah. Nomor 21 Tahun 2007
tentang  Perubahan  Ketiga atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kecludukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah!'Nomor 54 Tahun 2005
termtang  Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4375},

Peraturan Pemerintah Nomor 56.Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4376);

Peraturan PcmerintahN Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); A

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

CPeraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 2%, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614},

_Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51695,

Peraturan Pemerintah 'j‘Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah {Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
S272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang @ /Jasa - Pemerintah
sebagaimana yang telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tabun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana® yang telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negert Nomor :21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20153,



26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor
5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Menetapkan

DAN

. BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sebagai benkut :

a. Pendapatan Daerah................. Rp.1.050.104.470.027
b. Belanja Daerah.................... ... Rp.1.121.966.245.591
(Defisit). .o -...Rp.  71.861.775.564

c. Pembiayaan Daerah :
. Penerimaan Pembiayaan .....Rp. 72.151.420.564

2. Pengeluaran Pembiayaan......Rp. 289.645.000
3. Pembiavaan Netto..............Rp.___71.861.775.564
Sisa Lebith Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp.
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a terdirt dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

sejumlah.............. Rp. 146.290.700.510
b. Dana Perimbangan

sejumlah..................... ... Rp. 691.229.138.517
c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah vang sah................ Rp. 212.584.631.000

(2) Pendapatan Asli Daerah s’ébagaimana dimaksud pada
avat {1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
sejumlah.......... Rp. ©62.700.000.000
b. Retribusi Daerah

sejumlah....... Rp. 48.241.585.126
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c. Hasil Pengelolaan
Kekavaan Daerah yang
dipisahkan

sejumlah............. . Rp. 15.500.000.000
d. Lair - Lain Pendapatan

Ash Daerah yang

sah Rp. 19.849.115.384

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdirt dan jenis pendapatan :

a. Dana Bagl Hasil Pajak /
Bag:, Hasil Bukan Pajak

sejumlah........ .....Rp. 46.276.938.517

b. Dana Alokasi Umum
sejurniah.......... ... Rp.  593.025.840.000

c. Dana  Alokasi  Khusus
sejumlah................. ..Rp.  51.926.360.000
{(4)  Lain-Lain Pendapatan Daerah vyang sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
terdiri dari jents pendapatan:
a. Dana Hibah
sejumlah. ... Rp. 1.250.000.000
b. Dana Darurat sejumlah..... Rp.
c. Dana Bagi Hasil Pajak

dan Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainnva sejumlah............. Rp. 77.965.870.000
d. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

sejumlah........... Rp. 116.914.633.000
e. Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah

lainnva sejumlah.............. Rp. 11.000.000.000
f. Pendapatan Lainnya......... Rp. 5.454.128.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdin dari :

a. Belanja Tidak Langsung

sejumlah ... Rp. 614.552.796.353
b. Belanja Langsung \
sejumlah ... Rp. 507.413.449.238



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada

77.079.917

avat (1) huruf a terdirt dari jenis belanja :

a Belanja Pegawai sejumlah . Rp.  537.665.009.436
b. Belanja Bunga sejumlah.... Rp.

¢. Belanja Subsidi............. : Rp.

d. Belanja Hibah .................. i Rp. 54.734.000.000
e. Belanja Bantuan Sosial

sejumlah ... Rp. 1.000.000.000

- {. Belanja Bagi Hastl T
sejumlah ... Rp. 1.500.000.000

g. Belanja Bantuan
Keuvangan sejumlah........... Rp. 18.141.707.000

h. Belanja Tidak Terduga L
sejumlah ... Rp. 1.435.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaiména dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdin dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawail sejumlah . Rp. 62.313.284.100

b. Belanja Barang dan Jasa
sejumlah

........................... Rp. 212.315.978.592

c. Belanja Modal sejumlah .... Rp. 232.784.186.546

Pasal 4

(1) Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf ¢ terdiri dari : =~

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah....... Rp.

........ Rp.  72.151.420.564
289.645.000

(2) Penerimaan sebagaimana aimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan
Tahun Anggaran (SiLPA)

Sebelumnya sejumlah ... Rp. 72.151.420.564

b. Pencairan Dana Cadangan
sejumlah ... Rp.

¢. Hasil Penjualan Kekayaan
vang Dipisahkan sejumlah Rp.

d. Penerimaan Pinjaman
Daerah sejumlah............... Rp.
e. Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
sejumlah ..o Rp.
{. Penerimaan Piutang

Daerah sejumlah .............. Rp.



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan

a. Pembentukan Dana
Cadangan sejumlah......... .. Rp.
b. Penvertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah............. . Rp.
c. Pembayaran Pokok Utang
sejumlah ... .. Rp. 89.645.000
© d. Pemberian Pinjaman
Daerah sejumlah............... Rp. 200.000.000
Pasal §

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran [I Ringkasan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

3. Lampiran I Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan; .

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulast Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Negera;

©. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawali Per Golongan
dan Per Jabatan; :

7. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Pen}‘}ﬁertaan Modal { Investasi)
Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan
pengurangan Asset tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan
pengurangan Asset lainnya,



9.

11. Lampiran X! Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun
Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XI[ Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampuran X[l Daftar ijaman Daerah dan Obligasi
Daerah _

- Pasal 6

Bupati Labuhanbatu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal@4 Pebruari 2015

BUPATI LABUHANBATU,

TIGOR P SUNAN SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggald4 Pebruari 2015

«,g:&"KRETARJS DAERAH
L33 r’f -mEN LABUHANBATU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2015 NOMOR/

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU: (1/2015)



